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Al-Qur’an, diantara dua sampulnya
adalah benda mati yang tak bisa ‘bersuara’.
Melainkan sesungguhnya manusia itu-lah yang ‘ber-suara’ atas nama al-Qur’an

Imam Ali Karramallahu Wajhah

Tengah malam di tahun 2015, bulan Februari, tanggal 10, hari Selasa, pukul 22:50 WIB, di
Kos Jalan Madukara, Yogyakarta, Kota Budaya dan masih Istimewa.

Karya ini kupersembahkan buat :
Ibunda Da’umi, yang gak pernah lelah
‘tuk  mendoakan-ku dan Ayahanda
Washari (alm.), semoga engkau damai di
alam sana...

Istri-ku, Khotimah binti Maskur (Mah,
Papah selalu merindukan-mu, karena
cita-cita yang ingin kita capai bersama,
waktu kebersamaan kita berkurang dan
banyak terlewati dengan kesendirian...
semoga Mamah sabar dan tabah...)

Putri cantik-ku, Kharisma De Syarifi
(Nak, saat Papah ‘mungkasi’ karya ini,
usia kamu 3,5 tahun, kamu lagi lucu-
lucunya dan ‘nggemesi’. Papah kangen

ingin pulang mendengar canda dan
tangismu...)
Kakak-ku Munah, kang Pudin dan

keponakan-ku Nu’ah, Eko, Eka, Adi dan
Putri, moga cepet gede dan sukses yah..
Ibu Yayah Rukayah, S.Pd. (Teh, terima
kasih atas ‘partisipasi’-nya, aku sulit
untuk banyak komentar tentang teteh...
tapi yang jelas, aku ucapkan terima
kasih!).

Sobat karibku Bung Jaja Jalaksana
(terima kasih ‘sumbangan’ kamus al-
Munawwirnya. Maaf, aku gak bisa datang
di hari perkawinan-mu, jangan kecewa
yah..) Aep Beber (terima kasih sudah
mengantarku ke kantor Pak Dahlan, kini
aku kembali ke Cirebon lagi bung!
Kapan kamu nyusul S-2 bung?).

‘Tuk Nenek Kos, terima kasih atas
kebaikan dan kemurahannya...

Temen-temen kelasku: Husnul Faruk
(Om, apapun alasannya kita harus
banyak  membaca, bukan  Cuma

mendengar. Bukankah seorang penulis
saja akan lebih banyak membaca dari
pada menulis?), Fu'ad (Om, banyak-lah
membaca, karena dg itu kita bisa
melakukan ‘tanding-wacana’), Marah Sol
(kita sudah banyak diskusi dari
hermeneutika-nya Gracia sampai biasnya
wali nikah, tapi yang aku bingung, kamu
kapan kawinnya?), Abduh (diskusi
dengan kamu sebenarnya menyenangkan
walaupun kadang menjengkelkan juga.
Terima kasih ‘enting-enting gepuknya’),
Aritusyono (Om, jangan maen-maen
dengan wanita terus, cari istri yang
bener, fisik-mu sudah mulai ‘payah’),
Najihah, Inna Daun, dan Yunika (maaf
yah, kadang aku nyebelin), Daroji, Eko,
Baehaki, Kudrat, Ma’mun (kalian adalah
temen debat dan diskusi yang meng-
asyikan, aku minta maaf kalo sering
menyinggung ‘eksistensi’ kalian, inilah
dunia  akademik! Inilah  dunia-nya
mahasiswa!), Antor dan Hafidz (ayolah,
selesaikan studi kalian, jangan lama2
cuti-nya), gak lupa juga buat Taufik Huda
(aku sedih kamu tak bisa wisuda bareng
dengan kita kawan, lahu al-fatihah).

Kini, aku merasa kehilangan kalian
semua teman-teman... Kalo ada takdir,
mampir-lah ke Cirebon kawan...

Dan untuk semua pewaris dan pejuang
Islam.
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ABSTRAK

Maslahat, dalam pandangan at-Tfi, adalah puncak tujuan hukum (quzub
magqsid asy-Syari’). Dalam hukum eropa disebut doelma-tigheid (recht idea),
yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia di muka bumi. Teori ini oleh at-Taft
dijadikan sebagai pertimbangan hukum pertama dalam ranah muamalah.
Menurutnya, maslahat dianggap independen (dalil mustaqil) dalam penetapan
hukum. Teori maslahat yang digagas oleh at-Tafi ini ternyata sejalan dengan
semangat dan jiwa hukum progresif-responsif yang dikembangkan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan putusan-putusan hukumnya. Dalam
pandangan Mahkamah Konstitusi, keadilan adalah sukma hukum.

Penelitian ini berangkat dari sebuah kegelisahan akademik tentang
sebuah pertanyaan mendasar tentang relevansi teori maslahat at-Taff dengan
putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VI111/2010 tentang status anak di luar
perkawinan. Pertanyaan tersebut muncul karena teori at-Taft terlihat
mengedepankan maslahat dalam penetapan hukum, sedangkan Mahkamah
Konstitusi lebih mengedepankan keadilan substantif dalam merumuskan putusan
hukumnya.

Pertanyaan selanjutnya adalah tentang penerapan teori maslahat dalam
kasus putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-V111/2010 tentang status anak
di luar perkawinan. Pertanyaan ini muncul dilatar belakangi oleh perkembangan
kasus dalam hukum Islam semakin kompleks, khususnya dengan lahirnya
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Meskipun terlihat apriori, namun Penulis
ingin mencoba menerapkan teori at-Tafi ke dalam kasus putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan
pendekatan usuliyyah, artinya pendekatan yang lebih mengakomodir teori-teori
usul fikih, misalnya maslahat.

Hasil penelitian ini adalah merelevansikan teori maslahat at-Taff dengan
putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VI111/2010 tentang status anak di luar
perkawinan. Keduanya memiliki hubungan dalam hal tujuan hukum. Dalam
penelitian ini juga menjawab pertanyaan tentang status anak di luar perkawinan
(sebagaimana putusan MK) dengan menggunakan teori at-Tafi. Setelah teori at-
T4afi ini diterapkan, anak di luar perkawinan ataupun anak zina bukan hanya
memiliki “hubungan perdata” dengan ayah biologisnya, bahkan lebih jauh dari
itu dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya tersebut. Namun, hasil penelitian
ini bukan berarti harus melegalkan zina, tetapi lebih kepada perlindungan atas
hak-hak anak tersebut yang sudah “terlanjur” dilahirkan.

Kata kunci: Teori Maslahat, Mahkamah Konstitusi, Anak di Luar Perkawinan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Rl Dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, Tanggal 22
Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal.

Huruf

Arab Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba B Be

< Ta i Te

& Sa S Es (titik di atas)
d Jim J Je

C Ha H Ha (titik di bawah)
¢ Kha Kh Ka dan Ha

3 Dal D De

3 Za Z Zet (titik di atas)
J Ra R Er

J Za z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan Ye
ol Sad S Es (titik di bawah)
ol Dad D De (titik di bawah)
b Ta T Te (titik di bawah)
b} Za Z Zet (titik di bawah)
I ‘ain ‘ Apostrof terbalik
& Gain G Ge

o Fa F Ef




it Qaf Q Qi
d Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
O Nun N En
) Wau W We
A Ha H Ha
s Hamzah i Apostrof
] Ya i Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap.
= ditulis al-haddu
"y ditulis garraba
C. Ta’ Marbutah.
1. Bila dimatikan ditulis h.
A=) ditulis raudah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

Jiabyi 4y

ditulis

raudah al-atfal




2. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, baik fathah, kasrah,
dan dammabh ditulis t.

Jukyi day) ditulis raudatul atfal
D. Vokal Pendek.
kasrah ditulis i
fathah ditulis a
dammah ditulis u
E. Vokal Panjang.
Je ditulis gala
Js ditulis qila
J3 ditulis yaqilu
F. Vokal Rangkap.
Cas ditulis kaifa
Js» ditulis haula

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof.

ditulis

ja‘ala

Xi




H. Kata Sandang Alif + Lam.

a. Bila Diikuti Huruf Qamariyah.

Al ditulis al-qalamu
iR ditulis al-maliku

b. Bila Diikuti Huruf Syamsiyah Ditulis dengan Menggandakan
Huruf Syamsiyah yang Mengikutinya, Serta Menghilangkan

Huruf L (el)-nya.

JA5 ditulis ar-rajulu
Lt ditulis asy-syamsu

Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat.

SRHIN A

ditulis

khair ar-razigin
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur aku panjatkan kepada Tuhan Pemilik
Kebenaran, Allah Swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Karena atas
takdir-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “Teori Maslahat at-Tufi
dan Penerapannya dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VI11/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan”. Semoga tesis ini
sesuai dengan maksud pembuatannya, guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I) pada Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada
“interpreter” terbaik wahyu Tuhan Swt, Nabi Muhammad Saw yang telah
meninggalkan dua pusaka penuntun kehidupan, Kitabullah dan Sunnah Rasul
Saw.

Untuk sampai pada tahap penyelesaian studi ini, banyak sekali suka dan
duka yang dirasakan penulis; dan telah banyak pula bantuan dan peranan berharga
dari berbagai pihak, yang menyebabkan penulis merasa sangat berhutang budi
kepada mereka. Karena itu, seraya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah
Swt, dengan segala ketulusan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih dan
penghargaan yang tinggi kepada kedua orang tua (khususnya ibu), istri dan
putriku, segenap famili, para civitas akademika Program Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman yang telah membantu penulis hingga
selesainya tesis ini. Terutama ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie dan Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A.,

Ph.D. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk

mengenyam studi di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Direktur Program

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Ketua Program

Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.
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Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku pembimbing dalam
penulisan tesis ini.

Ibunda Da’umi tersayang dan Ayahanda (alm.) Washari (Allahummagfir
lahii warhamhu wa’afiht wa’fu’anhu), terima kasih atas cinta dan
kasihnya. Kerelaan kalian untuk membiarkan aku mencari jati diri adalah
suatu bentuk kasih sayang yang tak ternilai harganya. Kepercayaan yang
kalian berikan adalah wujud nyata bahwa seorang anak hanyalah titipan
ilahi, yakinlah semuanya pasti akan kembali kepada-Nya, biarkan ragaku
terlindungi tapi tidak untuk jiwaku.

Istriku Khotimah binti Maskur tercinta, dan putri cantik-ku, Kharisma De
Syarifi tersayang (Allahumma fagihha fi ad-din wa’alimha at-ta’wil),
terima kasih atas ketabahan dan kesabaran kalian mendampingiku. Insya
Allah, pengorbanan kalian tidak akan sia-sia di “mata” Allah, Tuhan Jagat
Raya.

Keluarga Besar Drs. H. Hediyana Yusuf, M.M. dan Ibu Hj. Yani Hediyana
Yusuf yang sudah penulis anggap sebagai orang tua sendiri. Semoga Allah
Swt membalas semua kebaikan dan kemurahan hati bapak dan ibu. Penulis
tidak akan pernah melupakan kebaikan bapak dan ibu.

Keluarga besar Prof. Dr. Adang Djumhur S, M.Ag dan Ibu Engkun Kurnia
(Zidni, Fadla, Nanda dan Dinda), kalian sudah seperti keluargaku. Aku
merasa damai ketika hidup di tengah-tengah kalian. Kalianlah yang
mengajariku untuk hidup saling menghargai, saling menyayangi,
demokratis dan toleransi. Kalian punya kesan yang dalam di hatiku.
Terima kasih pernah mengizinkan aku tinggal bersama kalian.

Bapak Drs. Ahmad Dahlan, M.Ag. Terima kasih atas arahan dan
petunjuknya kepada penulis, sehingga akhirnya penulis merasa mantap
dan yakin untuk melanjutkan Program Magister (S-2) di Program
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Seluruh dosen dan guru-guru penulis yang telah membimbing dan
mewariskan ilmu pengetahuan dan kearifannya kepada penulis selama

penulis menuntut ilmu pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
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Yogyakarta dan jenjang-jenjang pendidikan.sebelumnya. Penulis ingin
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya,
semoga amal baik kalian diterima di sisi Allah Swt.

11. Semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini baik
secara langsung maupun tidak langsung.

Perlu disampaikan juga bahwa karena keterbatasan ilmu dan pengalaman
penulis, tesis ini pada dasarnya masih belum bahkan jauh dari sempurna. Untuk
itu, harapan besar penulis akan kritik dan saran yang membangun dari semua
pihak guna perbaikan di masa mendatang. Semua kesalahan dan kekurangan
dalam karya ilmiah ini murni sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Akhirnya, seraya mengharap rida dan karunia Allah Swt, Penulis ingin
mempersembahkan karya ini kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, disertai
harapan semoga kehadirannya bermanfaat dalam memperkaya wacana intelektual,

khususnya dalam pengembangan kajian pemikiran hukum Islam kontemporer.

Yogyakarta, 10 Februari 2015

Penulis
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Di awal tahun 2012, tepatnya pertengahan bulan Februari 2012,
masyarakat Indonesia khususnya umat Islam digemparkan oleh putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VI111/2010 terkait tentang status nasab
anak di luar perkawinan.! Respon pun bermunculan, baik yang pro? atau pun yang
kontra® terhadap putusan MK tersebut.* Putuskan MK tersebut seakan-akan
menjadi jawaban dari kegelisahan berbagai pihak yang “menuduh” hukum Islam

cenderung kaku dan tidak merespon problem-problem kemodernan. Putusan MK

! Hasil putusan MK tersebut diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota,
Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan
Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, yang masing-masing sebagai Anggota, pada hari
Senin, 13 Februari 2012 dan dibacakan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari
Jum’at, 17 Februari 2012 oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut didampingi Mardian Wibowo
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah, dan
DPR. Lihat salinan Putusan MK Nomor 46/PUU-VI11/2010, h. 37-38.

2 Ppandangan pro misalnya disampaikan oleh Amin Abdullah dalam pidato
pengukuhannya menjadi Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AlIPI). Dalam pidatonya,
Amin Abdullah mengkritik para Hakim lain yang masih belum menerima putusan MK tersebut,
bahkan lebih jauh ia mengatakan bahwa para Hakim yang belum atau tidak mau menerima
kontribusi ilmu pengetahuan dalam pertimbangan putusannya, sebagaimana putusan MK tersebut,
sebagai Hakim yang orientasi pemikirannya masih menggunakan Paradigma Konflik dan
Paradigma Independensi. Lihat Amin Abdullah, “Agama, limu dan Budaya; Paradigma Integrasi-
Interkoneksi Keilmuan”, Paper disampaikan dalam acara Pidato Pengukuhan Anggota AlPI,
tanggal 17 Agustus 2013, di Yogyakarta, h. 3-4.

® Perlawanan terhadap putusan MK muncul salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia
(MUI). Sebagai lembaga yang punya otoritas keagamaan, MUI mengeluarkan fatwa sebagai
“jawaban” ketidaksetujuan atas putusan MK. Dalam salah satu putusan fatwanya, MUI
memberikan solusi berupa wasiat wajibah untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.
Lihat salinan “Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan
Perlakuan Terhadapnya”, dalam M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam
(Jakarta: Amzah, 2013), h. 199.

* Arfi Bambani Amri, “Pakar: Putusan MK Terkait Anak di Luar Nikah Dekati Aturan
KUH Perdata”, dalam http://www.dakwatuna.com, Diakses tanggal 9 Februari 2015.
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juga seakan-akan ingin menunjukan bahwa hukum Islam itu selalu maslahat bagi
manusia sebagai objek hukum dan berpihak kepada kaum tertindas, dalam hal ini
“pihak” yang dianggap tertindas adalah istri serta anak yang dilahirkan di luar

perkawinan.

Persoalan di atas, mengingatkan Penulis pada artikel salah satu kontributor
sekaligus kordinator Jaringan Islam Liberal (JIL), Ulil Abshar-Abdalla,
“Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” yang dimuat di harian Kompas edisi
18 Nopember 2002. Dalam artikelnya, Ulil menghimbau kepada umat Islam
Indonesia untuk menyegarkan kembali pemahaman tentang Islam yang akhir-
akhir ini cenderung telah dimonumenkan, membeku, dan menjadi “paket” yang

sulit didebat dan dipersoalkan.

Lebih jauh, Ulil juga menolak dengan tegas semua aturan Islam yang
bertentangan dengan kemaslahatan manusia. Menurut Ulil, syarat dasar
memahami (aturan) Islam yang tepat adalah dengan tetap mengingat, apapun
penafsiran yang dibubuhkan atas agama itu, patokan utama yang harus menjadi
batu uji adalah kemaslahatan manusia itu sendiri.”> Sejatinya, artikel Ulil ingin
menggairahkan kembali institusi ijtihad dalam Islam dengan mengacu kepada
kemaslahatan manusia sebagai tolak ukurnya guna menjawab dan menyelesaikan
problematika kemanusiaan kontemporer, dan salah satu kasus yang relevan,
menurut Penulis, dengan persoalan ini adalah putusan MK terkait status anak di

luar perkawinan.

® Lihat Ulil Abshar-Abdalla, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam”, Dirosah
Islamiyyah (Jakarta: Khair al-Bayan, 2003), vol. 01, no. 01, h. 10-17.



Sejarah mencatat, ijtihad merupakan teori yang dinamis dan “pasti”® dalam

Islam. Menurut Abd Jalil Isa aktifitas ijtihad telah ada sejak zaman Rasulullah
Saw, bahkan Rasulullah Saw sendiri melakukan kerja ijtihad untuk menyelesaikan
problem-problem sosial-politik yang dihadapinya.” Menurut Atho Mudzhar,
kedudukan ijtihad dalam Islam amat penting. Ijtihad berperan sebagai “ruh” dari
dinamika hukum Islam. Dengan kata lain, ijtihad adalah modal penting agar

hukum Islam senantiasa dapat menjawab tantangan perkembangan zaman.®

Problem-problem kemanusiaan yang terus berkembang dari masa ke masa,
sedangkan teks-teks keagamaan telah terhenti menuntut upaya-upaya ijtihad terus
dilakukan dengan menjadikan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utamanya.
Karena pada dasarnya kemaslahatan manusia (masalih an-nas) merupakan asas

atau dasar diterapkannya syariat Islam.®

Menurut Abdul Wahab Khallaf, pembentukan hukum tidaklah
dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya,
mendatangkan keuntungan bagi mereka, menolak mudarat, atau menghilangkan
keberatan dari mereka. Padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah

terbatas, dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus-menerus muncul yang baru

® “pasti” yang dimaksud oleh penulis di sini adalah bahwa proses ijitihad merupakan
sesuatu yang selalu ada dalam Islam. ljitihad tidak mungkin “mati” ataupun “dimatikan” karena ia
merupakan “ruh” dari hukum Islam itu sendiri.

" Dalam pandangan Abd Jalil Isa, ijtihad merupakan fenomena kemanusiaan yang ada
pada setiap para Rasul. Lihat Abd. Jalil Isa, ljtihad ar-Rasal, edisi Indonesia, ljtihad Rasulullah
(Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2004), h. 5-11.

® Lihat Atho Mudzhar, Melihat Gelombang ljtihad; antara Tradisi dan Liberasi
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), h. 9.

° Lihat Fagihuddin Abd Qodir, “Nazariyyah al-Maslahat Inda at-Tafi”, Lektur (Cirebon:
STAIN Cirebon Press, 2000), seri IX, h. 39.



bersamaan dengan terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan
berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensyariatan suatu hukum terkadang
mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa, dan pada masa yang lain ia
mendatangkan mudarat. Dan pada saat yang sama, kadangkala suatu hukum
mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru

mendatangkan mudarat dalam lingkungan yang lain.*

Dilihat dari perspektif ini, maka semua jenis produk ijtihad harus
melahirkan sebuah fikih (baca: aturan hukum) yang tidak tercerabut dari realitas
sosial, fikih yang mampu berdialog dengan kebutuhan masyarakat, fikih yang
tetap memiliki akar tradisi ke masa lampau tetapi tetap memiliki relevansi dengan
masa kini."* Dengan kata lain, semua produk ijtihad harus menjadikan
kemaslahatan manusia sebagai batu uji keabsahannya. Maka segala jenis
penafsiran keagamaan, apapun bentuknya yang bertentangan dengan
kemaslahatan manusia, penafsiran tersebut pada dasarnya telah bertentangan

dengan syariat Islam itu sendiri.

Berkaitan dengan teori maslahat, seorang pemikir Islam brilian ahli usul
fikih Hanbali, Najmuddin at-Taft menawarkan teori maslahat yang bertentangan
dengan mainstream pemikiran ulama pada zamannya. Menurut at-Tafi, maslahat

merupakan dalil yang bersifat mandiri (dalil mustagil) dan menempati posisi yang

0| jhat Abd. Wahab Khallaf, llmu Usul Fikih, edisi Indonesia (Semarang: DIMAS,
1994), h. 116.

11 Abd. Jalil dkk, Fikih Rakyat; Pertautan Fikih dengan Kekuasaan (Yogyakarta: LKiS,
2000), h. xxii.



kuat dalam menetapkan hukum syarak, baik maslahat itu mendapat dukungan dari

syarak ataupun tidak.'?

Hal ini tentu bertentangan dengan arus pemikiran para ulama tentang
maslahat yang menegaskan bahwa kemaslahatan akan terlikuidasi ketika ada nas
atau teks yang menentangnya.'® Dengan kata lain maslahat menurut pemahaman
ini bukan merupakan dalil mandiri, karena ia seakan-akan harus mendapat

konfirmasi dari teks-teks keagamaan atau ijma’.

Dalam hal ini bisa diambil contoh teori maslahat yang ditawarkan oleh
Imam Malik, vyaitu al-Maslahat al-Mursalah. Al-Maslahat al-Mursalah
merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak
pula dibatalkan atau ditolak oleh syarak melalui dalil yang rinci.** Artinya, ketika
ada dalil yang menolak keberadaan kemaslahatan tersebut, maka secara otomatis

kemaslahatan itu menjadi gugur.

Dari itu, teori maslahat yang dirumuskan oleh Imam Malik akan sangat
terbatas pada tataran implementasinya, sebab ia akan selalu di “awasi” oleh nas.
Sedangkam nas telah berhenti dengan wafatnya Rasulullah, dan zaman selalu
menuntut perubahan. Hal ini berbeda dengan teori maslahat yang ditawarkan oleh

at-Tafi, yang menegaskan bahwa ketika terjadi pertentangan (fa’arud) antara nas

12 Lihat Nasrun Haroen, Usul Fikih 1 (Jakarta: Logos, 1997), h. 119.
3 Ibid., h. 117-119. Bandingkan dengan Fagihuddin, “Nazariyyah..”, h. 42.
4 Mengenai definisi al-Maslahat al-Mursalah dapat di Lihat di Abd. Wahab Khallaf,

lImu Usul Figh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 84 Dan bandingkan dengan definisi yang
dikemukakan oleh Abd. Hamid Hakim, al-Bayan (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t.), h. 128.



dengan maslahat, maka yang harus dimenangkan atau didahulukan adalah

maslahat.'®

Pemikiran at-Tufi berkenaan dengan teori maslahat memang sangat
kontroversial dan cenderung melawan arus pemahaman yang dianut mayoritas
ulama usul fikih sezamannya. Pandangan at-Tuft tentang maslahat inilah yang
menyebabkan ia terasing dari pergaulan para ulama usul fikih di zamannya. Akan
tetapi, pemikirannya tentang maslahat ini banyak dikaji dan dianalisis para ulama

usul fikih sesudahnya.®

Gagasan at-Tafi tentang maslahat diharapkan akan menjadi ruh dan
orientasi utama bagi para pemikir Islam zaman ini di dalam melakukan
interpretasi-interpretasi baru terhadap teks, guna menjawab dan menyelesaikan
problematika  kemanusiaan  kontemporer,  khususnya  problem-problem
kemanusiaan yang ada dan berkembang di Indonesia. Dan penulis melihat putusan
MK merupakan salah satu dari sekian persoalan modern yang “membutuhkan”

teori maslahat at-Tafi sebagai pijakannya.

> Menurut at-Tafi, antara maslahat dengan dalil lain (nas dan ijma) terkadang tidak ada
pertentangan (ittifaq) dan adakalamya terjadi pertentangan (ikhtilaf). Pada kasus antara maslahat
dengan dalil lain tidak terjadi pertentangan (ittifag) maka maslahat dapat diterapkan tanpa ada
masalah. Namun, pada kasus terjadi pertentangan (ikhtilaf) antara maslahat dengan dalil lain (nas
dan ijma), maka harus diusahakan untuk melakukan al-Jam 'u antara keduanya. Tetapi apabila
tidak dapat dimungkinkan untuk melakukan al-Jam’u, maslahat harus didahulukan atas dalil
lainnya. Karena maslahat merupakan tujuan (magsid) diterapkannya hukum syariah, sedangkan
dalil lain (nas dan ijma) merupakan perantara (wasilah) bagi tercapainya maslahat. Untuk itu
magsad (maslahat) wajib didahulukan atas wasilah (dalil lain). Lihat Abd. Wahab Khallaf,
Masadir at-Tasyri al-Islami fi ma La Nas Fihi (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 98.

181 ihat Nasroen, Usul..., h. 125-126.



Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 lahir di latar belakangi oleh
permohonan uji materil (judicial review) terhadap Pasal 2 Ayat (2)'" dan Pasal 43
Ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias
Machica dan Igbal Ramadhan sebagai pemohon. Adapun materi pokok
permohonannya adalah bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah
terjadi peristiwa perkawinan antara Machica (pemohon) dengan seorang laki-laki
bernama Moerdiono, dengan wali nikah almarhum Mochtar Ibrahim, disaksikan
oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum K.H. M. Yusuf Usman dan
Risman, dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat, uang 2.000 riyal (mata
uang Arab), satu set perhiasan emas dan berlian dibayar tunai, dengan ijab yang
diucapkan oleh wali tersebut dan kabul diucapkan oleh laki-laki bernama

Moerdiono.*®

Melihat latar belakang putusan MK sebagaimana di atas, maka persoalan
ini terkait dengan perkawinan sirri. Namun demikian, jika dicermati uraian dalam
konsiderans putusan MK, maka putusan MK tersebut tidak hanya berlaku bagi
anak luar kawin dalam pengertian hasil perkawinan sirri, namun juga berlaku bagi
anak luar kawin hasil perzinahan. Hal ini dapat dipahami dari isi konsiderans

putusan MK yang berbunyi:

7 Pasal ini menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

% pasal ini menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

9 Lihat D.Y Witanto, Hukum Keluarga; Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca
Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan (Surabaya: PT. Prestasi Pustaka
Raya, 2012), h. 251.



“...Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi
perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan
perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah
anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Padahal anak tersebut tidak
berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang
dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali
mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah
masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian
hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan
hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan
meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43
Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “anak yang
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca “anak yang
dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.?

Penulis perlu garis bawahi di sini bahwa putusan MK tersebut hanya
terkait dengan “hubungan keperdataan”, bukan hubungan nasab.”* Artinya, di sini
MK membedakan antara “hubungan keperdataan” dengan “hubungan nasab” itu

sendiri.

Problematika itulah di mana penulis mencoba “masuk” untuk melakukan
analisis terhadap putusan MK dengan menggunakan teori maslahat at-Tafi

sebagai pijakannya.

2 |_jhat salinan putusan MK No. 46/PUU-VI111/2010, h. 35.

2l Hal ini sesuai dengan penjelasan Mahfud MD sendiri saat diwawancara oleh Rita
Triana Budiarti, wartawan majalah Gatra.



B. Rumusan Masalah.

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah Teori
Maslahat at-Taff bisa digunakan sebagai jawaban terhadap problem status anak di
luar perkawinan, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi bisa dipertanggung-

jawabkan secara akademik maupun secara syar’i?

Berkaitan dengan masalah tersebut, diajukan beberapa pertanyaan

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Relevansi Teori Maslahat at-Tufi dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar
Perkawinan?

2. Bagaimana Menerapkan Teori Maslahat at-Taff untuk Menganalisis Kasus
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VI111/2010 Tentang Status

Anak Di Luar Perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan

sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan relevansi Teori Maslahat at-Taft dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-V111/2010 tentang Status Anak Di

Luar Perkawinan.
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2. Untuk menjelaskan penerapan Teori Maslahat at-TGff untuk menganalisis
kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VI111/2010 tentang

Status Anak Di Luar Perkawinan.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan wacana dan
khazanah pemikiran Islam kontemporer, khususnya metode epistemologi (usul
fikih)-nya. Selain itu, kiranya hasil penelitian ini dapat menjadi alternatif bagi
upaya pembaharuan epistemologi hukum Islam, sebagai sebuah refleksi yang
menjelaskan bahwa Islam senantiasa sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan

kemaslahatan.

D. Kajian Pustaka.

Sejauh pengamatan Penulis, kajian yang khusus membahas teori maslahat
yang dirumuskan at-Taft dalam bentuk sebuah buku maupun penelitian skripsi,
tesis dan disertasi memang sudah banyak dilakukan. Beberapa karya tulis tersebut
misalnya karya Ilyas Zamali yang berjudul “Kedudukan al-Maslahat dalam
Hukum Islam (Sebuah Studi Komparatif atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah
dan Najmuddin at-Tafi)”.”* Zamali mencoba meneliti pemikiran maslahat yang
ditawarkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan mengkomparasikannya dengan
teori maslahat yang ditawarkan oleh at-Tafi. Hasilnya, Ibn Qayyim al-Jauziyyah

terlalu berhati-hati dalam menerapkan teori maslahatnya dan banyak memberikan

22 1lyas Zamali, “Kedudukan al-Maslahat dalam Hukum Islam (Sebuah Studi Komparatif
atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Najmuddin at-Tafi)”, Skripsi tidak diterbitkan
(Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2004).
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persyaratan untuk bisa menjadikan maslahat sebagai landasan hukum. Berbeda
halnya dengan at-Tafi yang cenderung liberal dan tanpa syarat apapun dalam
menerapkan maslahat. Isi pokok dari karya ini lebih pada sisi mengkomparasikan
teori maslahat menurut at-Tufi dengan teori maslahat menurut Ibn Qayyim al-

Jauziyyah.

Karya Sarifudin berjudul “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Najmuddin
at-Tafi dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran Hukum Islam Kontemporer”.?®
Sarifudin menitik beratkan penelitiannya pada pengaruh teori maslahat at-Tafi
bagi perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer. Hasilnya, berangkat
dari teori maslahatnya yang mampu “menandingi” teks-teks suci, at-Tafi telah
menginspirasi banyak pemikir Islam sesudahnya, bahkan konsep maslahat at-Tafi
ini telah melahirkan dan mendorong para pemikir Islam kontemporer untuk
melakukan dekonstruksi terhadap landasan epistemologi hukum (usul fikih) Islam
yang lebih berorientasi pada kemaslahatan manusia. Sehingga dari dekonstruksi
tersebut diharapkan akan lahir sebuah metodologi hukum Islam yang lebih
progresif dan lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, bukan
sebuah metodologi yang hanya berkutat pada lingkaran linguistik belaka. Isi

pokok dari karya ini lebih pada sisi teori dan pengaruh maslahat terhadap

perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer.

% Sarifudin, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Najmuddin at-Tafi dan Pengaruhnya
Terhadap Pemikiran Hukum Islam Kontemporer”, Skripsi tidak diterbitkan (Cirebon: Jurusan
Syariah, STAIN Cirebon, 2008).
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Karya Muhammad Roy Purwanto berjudul “Kritik Terhadap Konsep
Maslahat Najmuddin at-Tafi”.?* Sesuai dengan judulnya, Purwanto mencoba
mengkritisi teori maslahat at-Tafi dengan menggunakan ‘“cara pandang”
Muhammad Syahrur. Hasilnya, menurut Purwanto teori maslahat at-Tafi memiliki
kelemahan, baik secara epistemologis maupun secara ideologis. Pertama,
kelemahan secara epistemologis adalah belum konsistennya penggunaan akal
sebagai epistemologi primer bagi konsep maslahatnya. Di satu sisi at-Taft
mengatakan bahwa maslahat adalah dalil paling kuat, tetapi dalam prakteknya
maslahat masih “terpasung” oleh apa yang disebutnya sebagai “hegemoni teks”.
Menurutnya, at-Tafi juga berpendapat bahwa jika terjadi pertentangan antara nas
dan maslahat, maka didahulukan maslahat, namun sekali lagi prakteknya masih
belum konsisten. Demikian pula secara metodologis, at-Tufi kurang
mengeksplorasi konsep maslahat dengan teori dan definisi yang jelas. Misalnya ia
berpendapat bahwa maslahat merupakan dalil yang paling kuat dalam wilayah
muamalah, sedangkan untuk wilayah ibadah adalah hak prerogatif Allah Swt,
tetapi ia tidak menjelaskan secara terperinci mana yang termasuk wilayah
muamalah dan mana yang wilayah ibadah. At-Tufi juga “kesulitan” secara teoritis
dalam memutuskan dua hal yang memiliki nilai kemaslahatan yang sama,
sehingga ia mengusulkan dengan jalan mengundi. Kedua, kelemahan secara
ideologis terlihat dari konsep maslahatnya yang sebenarnya rasional, namun

kembali terpasung oleh hegemoni teks. Hal ini, menurut Purwanto, pada era at-

# Muahmmad Roy Purwanto, “Kritik Terhadap Konsep Maslahat Najmuddin at-Tafi”,
Disertasi (Yogyakarta: Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2013) dan diterbitkan dengan judul
Dekonstruksi Teori Hukum Islam, Kritik terhadap Teori Maslahat Najmuddin az- T/ (Yogyakarta:
Kaukaba Dipantara, 2014).
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Tafi kekuasaan teks begitu menghegemoni, sehingga setiap pendapat dan teori
selalu berpusat pada teks. Isi pokok dari karya ini adalah kritik terhadap teori
maslahat at-Tufi.

Karya Izzun Nafroni berjudul “Konsep Maslahat asy-Syatibi dan
Najmuddin at-Tafi dalam Pembaharuan Hukum Islam”.® Nafroni menekankan
penelitiannya pada pemikiran asy-Syatibi yang cenderung menggunakan
metodologi utilitarianistik®® dan pemikiran at-Taff yang menggunakan metodologi
liberalistik,? sehingga terkesan lebih berani dari asy-Syatibi. Isi pokok dari karya
ini adalah mengkomparasikan teori maslahat antara at-Taft dengan asy-Syatibi.
Karya selanjutnya yang membahas maslahat at-Tafi adalah yang ditulis oleh
Yusdani berjudul “Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum:
Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Tafr”.?® Menurut Yusdani, pemikiran
at-Tafi dalam konteks muamalah modern saat ini bisa digunakan sebagai rujukan
untuk melakukan reaktualisasi hukum Islam dengan cara mendasarkan konsep
kepentingan umum (baca: maslahat) sebagai substansi yang disarikan dari al-

Quran dan hadis sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara keagamaan.

% 1zzun Nafroni, “Konsep Maslahat Asy-Syatibi dan Najmuddin at-Tafi dalam
Pembaharuan Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan
Kalijaga, 2008).

% Metodologi utilitarianistik adalah model usul fikih yang menjelaskan bahwa magasid
asy-Syariah yang didukung oleh nas pasti mengandung kemaslahatan. Dan kemaslahatan yang
tidak didukung oleh nas, wajib diabaikan atau dimulgahkan. Lihat Arifah Millati Agustina, “Teori
Riayah al-Maslahat at-Tafi dan Aplikasinya dalam Menakar Problematika Ihdad”, Tesis tidak
diterbitkan (Yogyakarta: Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 12.

" Metodologi liberalistik adalah model usul fikih yang bercirikan karakter pemikiran
liberal dan radikal. Menurut model ini dalam kaitannya dengan teori maslahat at-Tafi, maslahat
harus didahulukan dari dalil-dalil lain termasuk nas dan ijma. Ibid.

%8 yusdani, Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep
Hukum Islam Najmuddin Az-7ufi (Yogyakarta: Ull Press, 2000).
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Menurutnya, konsep at-Tufi bisa menjadi jalan keluar bagi problem-problem
sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Isi pokok karya ini membahas teori
dan reaktualisasi maslahat at-Tafi.

Di samping itu, para sarjana Islam juga banyak yang membahas pemikiran
maslahat at-Taft dalam bentuk serpihan-serpihan kecil yang dimasukan dalam
karya-karya mereka, yang berkaitan dengan usul fikih.?® Usaha-usaha sederhana
untuk membahas teori maslahat at-Tafi secara khusus dan mendalam juga sudah
banyak dilakukan, misalnya artikel yang ditulis oleh Fagihudin Abd. Qodir,
“Nazariyyah al-Maslahat inda at-Taft™ dalam Lektur, STAIN Cirebon.

Umumnya, penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya
adalah penelitian yang fokus pada kedudukan maslahat secara konseptual, namun
masih sedikit yang bersifat aplikatif. Penulis baru menemukan satu penelitian
yang aplikatif terkait maslahat at-Tufi, yaitu penelitian Arifah Millati Agustina
yang mencoba menerapkan maslahat at-Tafi dengan problem ihdad. Adapun
terkait dengan aplikasi maslahat at-Tafi dengan status anak di luar perkawinan,
penulis belum menemukannya, apalagi Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012
telah menjatuhkan putusannya terkait dengan status anak di luar perkawinan.
Inilah yang menyebabkan Penulis mencoba meneliti teori maslahat at-Taft ketika
digunakan untuk “membaca” dan menganalisis problem status anak di luar

perkawinan sebagaimana yang disinggung dalam putusan Mahkamah Konstitusi

% Dapat dicontohkan di sini misalnya Nasrun Haroen dalam karyanya Usul Fikih 1, Abd.
Wahab Khallaf dalam karyanya Masadir at-Tasyri al-Islami Fi Ma La Nas Fihi, Mustafa Zaid
dalam karyanya al-Maslahat Fi at-Tasyri al-Islami wa Najmuddin az-Tifi, Husein Hamid Hasan
dalam karyanya Nazariyyah al-Maslahat fi al-Figh al-Islam, Abd. Hamid Hakim dalam kitabnya
al-Bayan, dan lain-lain.
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tersebut, sebab Penulis melihat ada alur keterkaitan yang sama antara putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut dengan teori maslahat yang dibawa at-Tufi.

E. Kerangka Teoritik.

Najmuddin at-Tafi berpandangan bahwa inti dari seluruh ajaran Islam
yang termuat dalam nas adalah maslahat bagi umat manusia. Karenanya, seluruh
bentuk kemaslahatan disyariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan
dukungan dari nas, baik oleh nas tertentu maupun oleh makna yang dikandung
oleh sejumlah nas. Maslahat, menurutnya merupakan dalil paling kuat yang secara
mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syarak.** Pembahasan

at-Tafi tentang teori maslahat bertolak dari hadis Rasulullah yang berbunyi:

?LY\@J\HYJJFY

Artinya: Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh (pula)
dimudaratkan (orang lain) dalam Islam. ( HR. al-Hakim, al-Baihaqi,
ad-Daruqutni, Ibnu Majah dan Ahmad Ibn Hanbal).*

%0 |_ihat Nasrun Haroen, Usul...., h. 117-119. Kerangka berpikir seperti ini juga digunakan
oleh intelektual muda NU, Ulil Absar-Abdalla dalam artikelnya, “Menyegarkan Kembali
Pemahaman Islam”, Kompas, edisi 18 Nopember 2002. Disinyalir pemikiran Ulil ini terinspirasi
oleh gagasan maslahatnya at-Taff.

1 Menurut at-Taff hadis ini hasan. 1bn Majah dan Imam Hadis lainnya mengambil hadis
ini dari jalur Abi Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sannan al-Khudry dan memandang hadis ini musnad.
Imam Malik juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab al-Muwato -nya melalui jalur Umar bin
Yahya dari ayahnya dengan menggugurkan Abu Sa’id, dan menilai hadi$ ini mursal. Namun
demikian, at-Tafi berpendapat bahwa walaupun sanad-sanad hadis ini menunjukan derajat
musnad dan mursal tapi keduanya saling menguatkan (lahu furuq yaqwi ba’duha bi ba’din).
Menurutnya, ketika dikumpulkan atau disatukan sanad-sanad yang lemah (layyin atau do ’if) maka
sanad tersebut akan menjadi kuat, sehingga hadis tersebut wajib untuk diamalkan. Lihat at-Tuff,
Syarh Arba’in an-Nawawiyyah (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 106-107.
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Lebih jauh at-Taft berpandangan bahwa sesungguhnya nas, ijma dan dalil-
dalil syariah yang lain hanyalah merupakan perantara (al-wasa’il) untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia (masalih an-nas). Sedangkan kemaslahatan
manusia merupakan tujuan (al-magasid) dari diturunkannya syariat Islam. Oleh
sebab itu, wajib mendahulukan magasid (maslahat) dari wasa’il (nas, ijma dan
dalil yang lain). Dan karena alasan ini pula, maslahat bisa menasakh atau
membatalkan sebagian hukum-hukum syar’i yang dihasilkan dari dalil lain (nas

dan ijma), karena kepentingan menjaga maslahat.*?

Berkaitan dengan kemaslahatan manusia, Ibn Qayyim al-Jauziyyah
berpendapat bahwa syariat Islam itu dibangun di atas pondasi kemaslahatan
manusia (masalih al-ibad). Menurutnya, syariat Islam itu seluruhnya adil,
mengandung rahmat, maslahat dan hikmah. Sehingga konsekuensinya, segala
sesuatu yang keluar dari keadilan, rahmat dan mendatangkan mafsadat tidak bisa
dikategorikan, apalagi diklaim sebagai syariat. Bahkan lebih jauh lbn Qayyim
menyatakan, disebabkan kita bodoh dan tidak memahami teori maslahat ini, kita
telah terjebak pada kesalahan yang besar di dalam memahami syariat.®* Di
samping itu, kemaslahatan manusia juga selalu berubah dari masa ke masa,

sebagaimana bunyi sebuah kaidah:

BCAY) 5 e W yuat oo Led DR 5 (5 gl s

32| ihat Abd. WahabKhallaf, Masadir..., h. 99.

% 1bn Qayyim al-Jauziyyah, llam al-Muwagi'n ‘an Rab al-Alamin (Beirut: Dar al-Kutub
al-llmiyyah, 1993), juz-3, h. 11,

* Ibid.
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Sepertinya kaidah ini dibuat untuk merespon kemaslahatan yang sewaktu-
waktu bisa berubah karena disebabkan perbedaan masa, tempat dan keadaan.
Tentu saja, konteks di masa lalu dengan masa kini dan masa yang akan datang
pasti berbeda. Masyarakat modern mempunyai logika dan sikap yang jauh
berbeda dengan apa yang dihadapi masyarakat arab di zaman dulu. Mungkin juga
letak geografis Indonesia dan beberapa negara asia lainnya memberikan inspirasi
bagi lahirnya sebuah interpretasi baru terhadap doktrin dan dogma keagamaan.
Perbedaan konteks dan sejarah inilah yang menyebabkan perlunya pembacaan
yang bersifat distingtif antara syariah dengan magasid asy-Syariah, yang tentu

saja kemaslahatan manusia harus dijadikan patokan utamanya.®

Di sini, lalu muncul gelombang yang cukup besar untuk menghadirkan
syariat secara substantif, yang antara lain dilakukan oleh Ali Jum’ah (Mesir),
Abid al-Jabiri (Maroko), Abdullahi Ahmed An-Naim (Sudan), Hassan Hanafi
(Mesir), Nasser Hamid Abu Zaid (Mesir), Yasser Audah, Abdurrahman Wahid
(Indonesia), Amin Abdullah (Indonesia), dan lain-lain. Menurut mereka, syariat
sejatinya dipahami sebagai sekumpulan nilai yang memberikan perhatian bagi
masalah-masalah kemanusiaan. Untuk itu, yang mesti diangkat ke permukaan
adalah syariat sebagai sumber kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud tidak
hanya untuk Tuhan dan penguasa an sich, melainkan kemaslahatan bagi manusia
di seantero alam, apapun agamanya, suku dan ras-nya. Karenanya, yang perlu

dikedepankan adalah figh al-Magasid, yaitu fikih yang lebih mengutamakan nilai-

% Lihat Zuhairi Misrawi (ed), Dari Syariat menuju Magasid asy-Syariat (Jakarta: KiKj,
2003), h. 55-56.
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nilai kemanusiaan universal, seperti kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan,

daripada hukum-hukum yang bersifat partikular.®

Untuk mengetahui dan memahami kemaslahatan manusia, at-Tafi
menawarkan akal dan adat kebiasaan masyarakat sebagai alatnya.®’ Hal ini juga
diakui oleh Imam Izzuddin Ibn Abd as-Salam yang menyatakan bahwa
kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dapat dipahami dan diketahui dengan akal

manusia.®

Tidak seperti ulama lainnya yang membagi maslahat menjadi beberapa
macam seperti mu tabarah, mulgah, mursalah, daruriyyah dan gairu daruriyyah,

at-Tufi tidak melakukan dan tidak mengakui pembagian semacam itu.*

Menurut hemat Penulis, pembagian maslahat semacam itu hanya akan
memberi “batas” pada kemaslahatan itu sendiri, schingga upaya-upaya untuk
melakukan interpretasi-interpretasi baru yang berorientasi pada kemaslahatan

manusia akan selalu mengalami ganjalan dan cenderung untuk ditentang. Karena

% Ibid., h. 57.

3" Menurut at-Tafi akal dan adat kebiasaan masyarakat bisa digunakan sebagai jalan
untuk menetapkan maslahat (isbat al-Maslahat) khusus pada bidang muamalah, bukan ibadat.
Lihat Fagihuddin, “Nazariyah..”, h. 47.

% Lihat Izzuddin lbn Abd as-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam (Beirut:
Muasasah ar-Royyan, 1998), h. 6. Penggunaan akal (ar-Ra’yu) sebagai alat untuk isbat al-
Maslahat memang sangat rentan dengan campur tangan hawa nafsu, sehingga dibutuhkan ekstra
hati-hati untuk melakukannya. Hal ini juga diakui oleh Abdul Wahab Khallaf ketika menerangkan
maslahat sebagai salah satu sumber hukum (masadir al-Ahkam) pada kasus di mana nas tidak
menerangkannya. Lihat Abdul Wahab Khallaf, Masadir.., h. 85.

% Najmuddin at-Tafi, Syarh Mukhtasar ar-Raugdah, tahqiq Abdullah 1bn Abd. al-Muhsin
(Turki: Muasasah ar-Risalah, t.t.), h. 214.
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mereka yang menentang akan selalu bertanya, apakah nas memberikan

konfirmasinya atas kemaslahatan tersebut atau tidak?

Berbeda dengan kajian para Penulis sebelumnya penelitian ini
memberikan perhatian pada kerangka konseptual dan landasan epistemologi at-
Taft dalam merumuskan teori maslahat-nya, kemudian mencoba untuk digunakan
“membaca” dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak
di luar perkawinan, yang sekilas ‘bertentangan” dengan teks, baik teks-teks
keagamaan maupun teks peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia.

Lebih dari itu, kajian ini akan memberi perhatian pada implikasi dan
signifikansi gagasan maslahat at-Taft bagi perkembangan ajaran Islam dalam
memecahkan dan menjawab problem-problem kehidupan manusia kontemporer

yang terus berkembang, yang hampir tidak dilihat oleh para Penulis sebelumnya.

F. Metode Penelitian.
1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research)* yang
dilakukan dengan meneliti karya at-Tafi dalam bidang usul fikih yaitu Risalah fi
Ri’ayah al-Maslahat, khususnya pandangannya tentang konsep maslahat dan
salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VI11/2010 tentang status

anak di luar perkawinan. Di samping itu, Topik (unit of analysis) penelitian ini

“0 Lihat Lexi J. Moleong, Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2002), h. 164.
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berkaitan dengan pemikiran seorang tokoh, yakni pemikiran Najmuddin at-Tafi
tentang maslahat. Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini termasuk dalam
penelitian filsafat, dan metode yang digunakannya adalah metode penelitian
historis faktual mengenai tokoh yang membahas pikiran salah seorang tokoh

berkenaan dengan salah satu topik dari pemikiran tokoh tersebut.*!

Dalam pada itu, karena isu yang diangkat oleh at-Tafi berkaitan dengan
teks-teks keagamaan (nas dan ijma), dan maslahat sebagai sumber hukum Islam
maka pemikiran at-Tafi ini akan dianalisis berdasarkan teori-teori usul fikih.
Dengan demikian, dalam peta keilmuan Islam (ad-Dirasah al-Islamiyyah), pohon
ilmu studi ini berada dalam wilayah kajian syariah bidang usul fikih (epistemologi

hukum Islam).

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.** Dalam penelitian ini, penulis
mencoba menjelaskan bagaimana kerangka epistemologi at-Tafi terkait dengan
teori maslahatnya serta mengaitkannya dengan problem status anak di luar
perkawinan (Putusan MK). Kemudian setelah itu, penulis mencoba akan
menerapkan teori maslahat at-Tafi untuk menganalisis Putusan MK tersebut

terkait kasus status anak di luar perkawinan.

* Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 95.

%2 Deskriptif-analitis adalah menggambarkan secara proporsional bagaimana objek yang
diteliti, serta meng-interpresai-kan data-data yang ada untuk selanjutnya dianalisis. Dalam
deskriptif-analitis lebih menekankan proses daripada hasil. Lihat Soejono Soekanto, Pengantar
Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2006), h. 96.
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3. Metode Pengumpulan Data.

Wujud atau bentuk data®® dalam penelitian ini adalah pernyataan-
pernyataan atau pemikiran at-Tufi yang tersebar diberbagai sumber dan terutama
yang telah ditahgiq oleh Ahmad Abd. ar-Rahim as-Sayih dalam kitab “Risalah fi
Ri’ayah al-Maslahat ”.

Di samping data-data tentang pemikiran at-Tafi, penulis juga
mengumpulkan dan menganalisa data-data atau dokumen resmi yang terkait
dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status
Anak Di Luar Perkawinan melalui website resmi Mahkamah Konstitusi.

Karena jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library
research), maka penulis menggunakan metode pengumpulan data secara
dokumentasi (documentation)** dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mencari bahan-bahan berupa buku karya at-Tafi yang membahas

tentang maslahat, yaitu Risalah fi Ri’ayah al-Maslahat dan salinan
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII1/2010 tentang

status anak di luar perkawinan.

*3 Menurut Nuzzula Agustina, wujud data bisa berbentuk himpunan fakta, angka, grafik,
tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan suatu pemikiran, objek, serta kondisi
dan situasi. Lihat Tim Anneahira, “Pengertian Data dan Metode Pengambilannya”, dalam
http://www.anneahira.com, diakses pada tanggal 11 Januari 2015. Wujud data juga bisa berbentuk
dokumen yang berupa (1) peninggalan-peninggalan fisik yang berasal dari masa silam, (2) arsip,
yang meliputi data sensus, statistik vital, data ekologis dan demografis, dokumen pribadi, catatan
harian dan sejarah kehidupan seseorang atau kelompok, bahan media massa, dan dokumen resmi
perundang-undangan. Lihat Aghoest Tsalim, ‘“Data Kualitatif, Data Kuantitatif, Populasi dan
Sampel Dalam Penelitian” dalam https://aghoestmoemet.wordpress.com, diakses pada tanggal 11
Januari 2015.

* Cara kerja metode dokumentasi ini adalah menelusuri karya-karya yang berkaitan
dengan topik kajian, kemudian dikelompokkan ke dalam data yang berkaitan langsung seperti data
primer, ataupun yang tidak langsung, seperti data sekunder dan tersier. Lihat Winarno Surakhman,
Pengantar Penelitian limiah (Bandung: Tarsito, 1980), h. 162.


http://www.anneahira.com/
https://aghoestmoemet.wordpress.com/
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2. Melengkapi data-data- primer dengan data-data pendukung Kkarya-

karya sarjana Islam lain yang menganalisis teori maslahat at-Tifi.
Kemudian karya-karya lain terkait dengan status anak di luar
perkawinan.

Dari data-data yang penulis peroleh, baik dari sumber primer,
sekunder, maupun tersier, kemudian diolah secara kritis dan mendalam
untuk dapat mengetahui bagaimana pandangan at-Tufi terkait teori
maslahatnya. Setelah itu kemudian penulis terapkan dalam kasus status
anak diluar perkawinan.

Langkah selanjutnya adalah menganalisa data yang diperoleh dari
sumber-sumber primer dan sekunder. Setelah dianalisa dengan tajam,
seksama dan mendalam, kemudian ditarik kesimpulan, implikasi dan

rekomendasi.

4. Sumber Data.

berikut:

Dalam penelitian ini, sumber data yang dijadikan acuan adalah sebagai

a) Sumber primer, dalam penelitian ini adalah karya agung at-Taft
yang telah ditahqgig dan dita’liq oleh Ahmad Abdurrahim as-Sayih,
yaitu Risalah fi Ri’ayah al-Maslahat, Syarh Arbain An-
Nawawiyyah, Syarh Mukhtasar ar-Raudah, dan salinan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VI11/2010 tentang status

anak di luar perkawinan.
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b) Sumber sekunder, dalam hal ini yang terkait dengan teori maslahat
at-Tuf adalah Dawabit al-Maslahat f7 Syariah al-Islamiyyah karya
Said Ramadan al-Buti, Ilam al-Muwagqi’in an Rab al-Alamin karya
Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Muwafagat fi Usul asy-Syariah karya
asy-Syatibi, Masadir at-Tasyri al-Islami fi Ma La Nas fihi karya
Abdul Wahab Khallaf, Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam
karya lIzzuddin Ibn Abdussalam. Sedangkan yang terkait dengan
konsep status anak di luar perkawinan adalah Pencatatan
Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat karya Neng
Djubaedah,” Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam karya
M. Nurul Irfan,*® dan Politik Hukum, Konstitusi dan Mahkamah
Konstitusi karya Ahmad Fadlil Sumadi.*’

c) Sumber tersier merupakan sumber data yang menjelaskan sumber
data primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal dan makalah.
Dalam penelitian ini adalah Kamus Kontemporer Arab-Indonesia
karya Attabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, Jurnal Lektur STAIN
Cirebon, Jurnal Dirosah Islamiyah, Jakarta, dan makalah Amin

Abdullah.

** Merupakan staff ahli Majelis Ulama Indonesia (MUI), di mana lembaga ini telah
mengeluarkan fatwa yang isinya “tidak setuju” dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

% Merupakan saksi ahli yang diajukan oleh pemohon (Machicha Mochtar) dalam
persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan yang diajukan pemohon.

" Merupakan salah satu dari sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang terlibat
dalam melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 46/PUU-V111/2010.
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5. Pendekatan.

Dalam penelitian ini, penulis fokus terhadap teori-teori filsafat hukum
Islam atau usul fikih, yaitu teori maslahat at-Tufi, sehingga dengan demikian
penelitian ini menggunakan metode pendekatan usuliyyah®® untuk menerapkan
teori maslahat at-Tafi pada kasus status anak di luar perkawinan.

6. Analisis Data.

Dalam menganalisa data, Penulis berupaya dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut: menginventarisasi pokok-pokok pemikiran at-Tuff,
evaluasi kritis dengan membandingkan uraian-uraian para ahli mengenai tokoh
tersebut, sintesis dengan cara menentukan pendapat mana yang memperkaya dan
pendapat mana yang menyimpang. Setelah itu, dengan bertolak dari segala
perbedaan pendapat diantara para ahli, dan dari evaluasi kritis terhadap mereka,
kemudian dikaitkan dengan problem status anak di luar perkawinan (Putusan
MK). Dengan ditemukannya bahan baru dapat dibuat pendekatan baru yang
membawa ke suatu pemahaman baru, yang diharapkan dapat mengatasi semua
persoalan yang timbul sekarang.*® Setelah itu Penulis berusaha membuat

interpretasi dan kesimpulan sebagai refleksi Penulis sendiri.

*® Lihat Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam.” Profetika,
Jurnal Program Magister Studi Islam UMS Surakarta, VVol. 4, No. 1, Januari 2002, h. 51.

* Sudarto, Metodologi..., h. 96-97.
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7. Sitematika Pembahasan.

Penulisan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

Pendahuluan. Bab ini berisi desain penelitian yang menjelaskan latar
belakang dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian

pustaka, kerangka teoritik dan metodologi penelitian.

Biografi Najmuddin at-Tufi, sebagai upaya awal untuk melacak faktor-
faktor yang mungkin melatari, mempengaruhi, dan membentuk
pemikirannya. Bab ini juga membahas metode istimbat hukum yang
digunakan oleh at-Tufi ketika dihadapkan suatu kasus yang berkaitan

dengan teori maslahat-nya.

Bab ini membahas tinjauan umum konsep maslahat dalam Islam,
kemudian disusul dengan pembahasan teori maslahat yang ditawarkan

oleh at-Tufl.

Bab ini mengkaji dan menganalisa definisi dan konsep perkawinan
menurut hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, serta
konsep status anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dalam bab ini
juga dibahas relevansi dan penerapan teori maslahat at-Tafi dalam
menganalisis kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VI11/2010 tentang status anak di luar perkawinan.
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Berisi penutup atau kesimpulan. Di sini penulis mencoba untuk
membuat sebuah “benang simpul” dari teori maslahat at-Tufi yang
telah digunakan untuk “membaca” dan menganalisis putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dalam upaya menjawab problem
status anak di luar perkawinan sebagai sebuah refleksi pemikiran

penulis sendiri.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan pada bab-bab di atas, dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya, teori maslahat yang digagas oleh at-Tafi bisa diterapkan
pada semua kasus yang menuntut adanya kemaslahatan. Teori maslahat
gagasan at-Tuft tidak bersifat “eksklusif’. Gagasan maslahatnya adalah
“inklusif”. Sehingga teori maslahat at-Tufi relevan dan bisa diterapkan
dalam kasus putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII1/2010
tentang status anak di luar perkawinan. Di samping itu, semangat hukum
progresif-responsif yang mengedepankan keadilan substantif yang
dikembangkan oleh MK sejalan dengan pemikiran at-Tafi yang
mengedepankan kemaslahatan.

2. Untuk menerapkan teori maslahat yang digagas at-Tafi, maka langkah-
langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

a) Apabila antara teks-teks hukum (nas, ijma dan undang-undang) dengan

kemaslahatan itu sejalan, maka kemaslahatan bisa diterapkan dengan
mudah, tanpa “konflik”. (& JU5 ¥ 5 Crani g Lead Lalad) 5 (l8),
Contoh dalam kasus ini adalah putusan MK yang menasabkan anak

hasil perkawinan sirri yang tidak dicatatkan dan sah menurut agama

kepada ayah biologisnya. Di sini, antara teks-teks hukum dengan
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kemaslahatan tidak bertentangan sehingga dapat diterapkan dengan
mudah.

b) Akan tetapi, apabila antara teks-teks hukum (nas, ijma dan undang-
undang) dengan kemaslahatan itu tidak sejalan, terjadi pertentangan,
maka dalam kasus ini, kemaslahatan harus didahulukan atas teks-teks
hukum tersebut. ( Gobn Legale daliadll st cn s WA o)
Legd gl s panasdll),

Contoh dalam kasus ini adalah putusan MK yang menetapkan adanya
“hubungan keperdataan” antara anak hasil zina dengan ayah
biologisnya berdasarkan bukti hukum dan/atau ilmu pengetahuan dan
teknologi. Maka dengan teori at-Tufi berdasarkan pertimbangan
kemaslahatan, anak hasil zina dapat memiliki “hubungan keperdataan”
dengan ayah biologisnya, bahkan lebih jauh lagi bisa dinasabkan

kepada ayah biologisnya tersebut.

Saran-Saran
Berkaitan dengan konteks pembahasan, dalam hal ini Penulis mencoba
untuk melontarkan rekomendasi sebagai refleksi pemikiran Penulis sendiri :

1. Gagasan at-Tufi tentang maslahat ini bisa menjadi ruh bagi pengembangan
pemikiran hukum Islam guna menjawab problematika kontemporer. Di
samping itu, konsep maslahat at-Tafi ini juga bisa dijadikan landasan bagi
pengembangan epistemologi hukum Islam (usul fikih) di Indonesia.
Sehingga akan lahir aturan-aturan atau hukum-hukum  yang lebih

bernuansa “lokalis”, tidak lagi bernuansa arabis. Tentu saja dengan tidak
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meninggalkan nilai-nilai universal (seperti keadilan, kemaslahatan, hak
asasi manusia dan lain sebagainya).

. Gagasan at-Tufi, walaupun penuh dengan kontroversial dan bertentangan
dengan mainstream pemikiran ulama pada umumnya, namun tidak
menjadikan gagasan-gagasannya secara serta merta dianggap sesat,
menyimpang dan tidak boleh dikembangkan lebih lanjut. Selama
gagasannya bisa menjadi ruh dan “lokomotif” bagi pengembangan
pemikiran hukum Islam, maka upaya-upaya untuk mengembangkan
gagasan maslahat-nya adalah sah-sah saja. Apalagi gagasan maslahat at-
Taff ini ternyata sejalan dengan teori hukum progresif yang digagas oleh
Satjipto Rahardjo dan hukum responsif yang kedua-duanya dikembangkan
oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sebagai akhir kata, Penulis ingin mengutip sebuah kaidah: al-Akikam bil

Magasid, La bil Alfaz. Wa Allahu A’lam bi as-Sawab.
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PUTUSAN
Nomor 46/PUU-VI1I1/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama

Tempat dan Tanggal Lahir

Alamat

2. Nama

Tempat dan Tanggal Lahir

Alamat

Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti

H. Mochtar Ibrahim

Ujung Pandang, 20 Maret 1970

Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW
002/008, Desa/Kelurahan Pondok
Betung, Kecamatan Pondok Aren,

Kabupaten Tangerang, Banten

Muhammad Igbal Ramadhan bin
Moerdiono

Jakarta, 5 Februari 1996

Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW
002/008, Desa/Kelurahan Pondok
Betung, Kecamatan Pondok Aren,

Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VI11/2010 bertanggal 5 Agustus
2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii)

Miftachul 1.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang

beralamat di Wisma Nugra Santana 14" Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal

Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai

para Pemohon;
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[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;

Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan
Rakyat;

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan

bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni
2010 Dberdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan  Nomor
211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan
Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon
1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia;

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:
Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga
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negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan
diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum

perkawinannya oleh undang-undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang
harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon
memiliki legal standing dalam perkara permohonan uji materiil undang-
undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai
Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat
kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon

tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;

Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara
Indonesia yang merupakan “Perorangan Warga Negara Indonesia”,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya,
Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji
materiil ini;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang

menyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga oleh karenanya
pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu
juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana tercantum
dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.,

tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan:

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung
pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H.
Mochtar lbrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono,
dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang
saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan
Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal
(mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan
dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh

laki-laki bernama Drs. Moerdiono;
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6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.”

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak
konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin
oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

telah dirugikan;
Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

melalui perkawinan yang sah.”

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon
yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara
dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan
melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama

di hadapan hukum;
Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak
Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama

di hadapan hukum.

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk
keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan
berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan  hak
konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan
perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya
masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan
perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam,
serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam.
Bagaimana mungkin norma agama diredusir oleh norma hukum sehingga
perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari diredusirnya norma
agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya

menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi
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anaknya di muka hukum menjadi tidak sabh;
Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon
hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama
juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika
norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu
perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan
yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-
Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan
sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam.
Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak-
tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya
adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan
sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan
adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam
perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya.
Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah
menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak
sah?

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak
konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan
pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang
dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 telah dirugikan;

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum.”

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal
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43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah
merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik
berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah meredusir kepentingan
norma agama karena pada dasamya sesuatu yang oleh norma agama
dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah
berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk
pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah
hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon.
Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap

norma agama,

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU
Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon
dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2)
UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk
mendapatkan pengesahan terhadap pemikahan sekaligus status hukum
anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka
Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai
kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun
sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup
fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur
Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
sehingga menimbulkan  kerugian konstitusional bagi Pemohon
sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan
dalam uraian selanjutnya yang secara mutatis mutandis mohon dianggap

sebagai satu kesatuan argumentasi;

10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak

sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang;

B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan

11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan
merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU
Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat
(1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang

mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status
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perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil

perkawinan;

Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan
tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan
Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1)
dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak
konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status
hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah
dicederai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas
tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan
sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional
yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan
Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah
tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang
mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan
sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah
menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang
dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam
UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum
dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal
senada juga disampaikan oleh Van Kan: “Kalau pelaksanaan norma-norma
hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan
memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju
norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat
dari pelanggaran norma-norma hukum itu.” (Van Kan, Pengantar limu
Hukum (terjemahan dari Incleiding tot de Rechtswetenshap oleh Mr. Moh.
O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. Ill, 1960, hal. 9-11.)

Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki
kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan
pengesahan atas pemikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi
yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1)

adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada
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diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang
dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang
dilahirkan dari pemikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta
tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama
telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa vyaitu norma hukum.
Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan
norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak
tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya,
pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak
yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah
berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU
Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu
menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum
menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak
terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara.
Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang
dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan
norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi
Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan
norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma
hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum

terhadap norma agama,;

Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka
telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan,
khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan
dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang
dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran
atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik
Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan
tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal
28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pemikahan Pemohon yang
telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon

tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak
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hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula;

Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B
ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak lahirnya anak Pemohon telah
mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-
usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon
dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya
mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami
dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara,
mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun
yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan
diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya
berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut
adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di

hadapan hukum;

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan
berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah
perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar
perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan
mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di

masyarakat, sehingga merugikan Pemohon;

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang
tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua
orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan
Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian
hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah
melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga
menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya
pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal
tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan

anak dalam pergaulannya di masyarakat;

Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial,

yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta



untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal
ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang
menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon
dan anak yang dihasilkan dari pemikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon
tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir

dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di
masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional
Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh
kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan
diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van
Apeldoorn dalam bukunya Incleiding tot de Rechtswetenschap in
Nederland menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur
pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian.
Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan
melindungi  kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu vyaitu
kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya
terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan
golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain.
Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan
pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum
untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara
kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh
sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, Pengantar limu
Hukum, terjemahan Incleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht
oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13).

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya
mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis
(etische theorie) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan
mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin
dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk
umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya
adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori

utilitis (utilities theorie), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa



16.

yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan
sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya
adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis,
sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori
selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan
oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus
ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht
menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum
(rechtszekerheid) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua
tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna.
Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum
bertugas polisionil (politionele taak van het recht). Hukum menjaga agar
dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (eigenrichting).
Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah
mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan
Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Pustaka Kartini, Cet. Pertama,
1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang
termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang

seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK
berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji
Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap
Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir

maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan

memberikan Putusan sebagai berikut:

1.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk
seluruhnya;

Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan,
bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD
1945;

Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-



adilnya (ex aequo et bono);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan
Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 . Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.
2. Bukti P-2 :  Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor

46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.

3. Bukti P-3 . Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak
Indonesia Nomor 230/KPAI/VI11/2007.

4. Bukti P-4 . Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi
Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/11/2007.

5. Bukti P-5 . Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal
Somasi tertanggal 16 Oktober 2006.

6. Bukti P-6 . Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal
Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu Dr. H.M. Nurul Irfan,
M.Ag., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan
keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan
adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya;

2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-
tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,
mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah
jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain

perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat;

3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah
memenuhi lima rukun, yaitu ijab gabul, calon mempelai pria, calon mempelai

wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita;



10.

11.

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan
Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang
yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat

di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah;

Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU
Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki
nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta

kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak;

Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan
masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah
lainnya;

Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar
nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya
adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang
seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi
akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan

perkawinan yang tidak dicatat;

Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung
beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau

pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya;

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang
tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab
terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-
Isra’/17:15; Surat al-An’am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan
Surat an-Najm/53:38;

Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernazab kepada ibu
kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah
memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara
Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab

kepada kedua bapak dan ibunya;

Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut
memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan

diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus



12.

13.

14.

diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap

sebagai anak kandung;

Dalam figh, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi
terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa’ untuk menaati ulil amri (dalam

hal ini Undang-Undang sebagai produk ulil amri);

Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan
bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat
(2), dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945;

Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung

madharat, tetapi menghapusnya juga menimbulkan madharat, maka dalam

kaidah hukum Islam, harus dipilih madharat-nya yang paling ringan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah

menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari

2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan

diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang

menyatakan sebagai berikut.

|. Pokok Permohonan

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga

negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2)

dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut:

a.

Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat
(1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan
kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status
perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan

Pemohon I;

Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicederai oleh norma hukum
dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan
merugikan karena perkawinan Pemohon | adalah sah dan sesuai dengan
rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusionai yang termaktub
dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon | yang
dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2

UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum.



Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum
anak (Pemohon I1) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon | menjadi anak
di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah
barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di

muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.

c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan a quo telah menimbulkan perlakuan
yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang
bersifat diskrimintaif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan a quo
dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2)
serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Il. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon,
maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang
memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:
a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal
51 ayat (1) UU MK.

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang
dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuiji;

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam
permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara
Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah
dirugikan atas berlakunya Undang-Undang a quo atau anggapan kerugian tersebut

sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut.

Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah
anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi
terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada
kenyataannya yang dialami oleh Pemohon | dalam melakukan perkawinan dengan
seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan

persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal



5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang

dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat.

Seandainya Perkawinan Pemohon | dilakukan sesuai dengan ketentuan
hukum yang terdapat dalam Undang-Undang a quo, maka Pemohon | tidak
akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan
dijamin bahwa Pemohon | akan memperoleh status hukum perkawinan yang

sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya.

Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah
benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk
diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang

dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan
yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah
konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang a quo
yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko

akibat hukumnya dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat
jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para

Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada
Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam
Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo, sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).



lll. Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci
terhadap dalil-dalii maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak
manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri.
Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan
keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu
dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan
menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga
latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu

latar belakang kehidupan itu adalah agama.

Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk
menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu
konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran monotheism tidak
semata-semata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, Yyang
mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena
persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal,
harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran heterotheism
(antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak

harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera.

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga
negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap
orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam
Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1):
"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Dengan demikian perlu disadari



bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban
penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah
mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat
dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi
pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak
konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan
pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut
sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan
bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam

suatu masyarakat demokratis”.

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945,
pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut
bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat
luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu
hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak
konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara
yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk
Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia,
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa ...".

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya
mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional
seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya
yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa
Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan
hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan a quo



sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang
semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya
masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam
Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga
yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan
sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat
itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk
adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera,
mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang

sejahtera.

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat
konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU
Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan
menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi
undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan
seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi

tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk

Diuji Oleh Para Pemohon.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang
menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan,
yaitu:

Pasal 2 yang menyatakan:

Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku”
Pasal 43 yang menyatakan:

Ayat (1): “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan
dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1),
UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28B ayat (1): “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan



melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”.

Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum”.

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat

menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1.

Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu
saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan

spiritual dan material.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan bahwa
“suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu”; dan pada Pasal 2 ayat (2)
dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa menurut Undang-Undang a quo, sahnya perkawinan disandarkan

kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan

belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

a. tertib administrasi perkawinan;

b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami,
istri maupun anak; dan

c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang
timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte

kelahiran, dan lain-lain;



Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang
menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B
ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan
perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara
melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun
keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum

terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri,
karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”
memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat
dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan
prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan
agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan
dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan
yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12
UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak
berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih
dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan
poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya
dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan
prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang a quo khususnya
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP
Nomor 9 Tahun 1975.

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-
Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di
Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat
hukumnya antara lain: tidak mempunyal status perkawinan yang sah, dan

tidak mempunyal status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami
yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara
Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang

atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu



ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa
pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan
Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas
keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para

Pemohon.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak
bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945.

Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Anak yang dilahirkan
diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya”, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan
perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara
anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak
dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada,
sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut
Undang-Undang a quo dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar
perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi
logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan
yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang a quo,
karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan
hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan
hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu

perkawinan yang sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo justru bertujuan untuk memberikan
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perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara

anak dan ibunya serta keluarga ibunya.

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat
(2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut
dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
dapat dipenuhi.

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para
Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah
memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap
Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak
dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perimbangan moral, nilai-nilai

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43
ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1)
dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada
Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing);

2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan



tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945;
Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan

Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan
menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

Keterangan DPR RI

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan
a quo, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan
mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut:

|. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur
dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa
“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;
badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51
ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan
“hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1)
ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD

1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat

diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam



permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih

dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan aquo sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam
“Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya

Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah
memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul
karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide
Putusan Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007)
yaitu sebagai berikut:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;

b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut
dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang
diuji;

c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang
dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau
tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam
perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka para Pemohon tidak memiliki

kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa
para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para
Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk

diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak



dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya

ketentuan yang dimohonkan untuk diuiji.

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan
sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1)
Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-II/2005 dan Perkara Nomor
011/PUU-V/2007.

ll. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan
Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi
pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan
kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B
ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. DPR

menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU
Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang a quo yang
dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian
dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara
seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan
agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan
yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan
tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera
serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan
kewajiban keperdataan.

2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul
dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan

pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan,



namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan
perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan
(suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan
administrasi  kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan
kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu
kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwva yang dapat
mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan
kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan
perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat
dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

a. untuk tertib administrasi perkawinan;

b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran,
membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;

d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;

e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh

adanya perkawinan;

Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU
Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma yang mengandung
legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan
dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk
memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap
perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang
menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan

ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.

Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para
Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU
Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalang-
halangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1)
UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor
12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum halaman 97-98 menyebutkan:



Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat
alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai
upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang
menjadi kewajiban suami yang akan berpoligami dalam rangka mewujudkan
tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak
bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan
perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnnya berasas monogami
adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan
perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami
sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya
persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan

persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon.

Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak
dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat
diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil,
sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari
akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat

sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan
yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dapat berimplikasi terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan
ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat
tersebut, tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan

keluarga ibunya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan
berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin
terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian
hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta
keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini
dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status
keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan

demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan



dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya
Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar
putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
permohonan a quo tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1)
dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap

memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis

bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11
Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala

sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk

menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019,
selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan
mempertimbangkan:

a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;

b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan

permohonan a quo;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,
selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu
kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguiji

konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap
UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh

karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta

Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu

Undang-Undang, yaitu:



C.
d.

perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);

kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;

badan hukum publik atau privat; atau

lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD

1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a.

kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat
(1) UU MK;

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD
1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan

pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-

putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenubhi

lima syarat, yaitu:

a.

adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;

hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;

adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;



[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada

paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan

a quo sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai

perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang
diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi”, dan

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

di hadapan hukum?”;

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2
ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh

para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut
Mahkamabh, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga
para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan permohonan a quo;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili

permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal

standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian

konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap



perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan
Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan

perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna
hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut,
Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-
prinsip perkawinan menyatakan,
“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di
samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan
adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwva penting
dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat
dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan
perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan;
dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang
ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.
Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-

undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut,
menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif
negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan
jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28l ayat (4) dan
ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai
pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamabh tidak bertentangan dengan

ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang



dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2)
UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan
agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang
dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang
sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna
dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara
terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan
dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti
otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat
terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian
yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti
pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur
bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka
mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang.
Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan

dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

[3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang

dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning)
frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam
perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu

permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya
pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus)
maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang
menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil
manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena
hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan
perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika

hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang



menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung
jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan
hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala
berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan

bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului
dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki,
adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara

bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai
bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat
juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan
laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal
prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan
perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang
dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena
kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan
status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di
tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian
hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang
ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan

perkawinannya masih dipersengketakan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43

ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus
dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata

dengan keluarga ayahnya”;

[3.15] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka

dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak



beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang
menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan
dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni
inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan
perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah

sebagai ayahnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:

= Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;



= Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan
hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

= Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat
bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai
ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

= Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

= Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi,
Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-
masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari,
tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan
Februari, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh.
Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida



Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil
Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan
didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.
Achmad Sodiki Maria Farida Indrati
ttd. ttd.
Harjono Ahmad Fadlil Sumadi
ttd. ttd.
Anwar Usman Hamdan Zoelva
ttd. ttd.
M. Akil Mochtar Muhammad Alim

6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki
alasan berbeda (concurring opinion), sebagai berikut:

[6.1] Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah “... ikatan lahir bathin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan
Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
Sementara ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan
Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat
(2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara
administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang
telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah
pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang

dilakukan.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-
undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan
bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2
ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya
menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga
dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa
perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi

berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif
yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka
hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi
penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan”
dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo juga akan dimaknai sebagai
perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang
lima.

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan
dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu
tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri,

suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena



pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya
kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh

otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.

[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada

pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari
inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh
pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut.
Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari
penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara
sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan
rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud.
Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena
kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya,

adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita
dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan
setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi,
wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak
bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan
anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan
syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat
dihindari dan ditolak.

Negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya
positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan.
Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya
menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat
ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan
administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan

konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan.



Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan

kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan.

[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu

dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada
kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang
mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan
menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara
hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974
yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam
memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri

dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan,
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku”, adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal
28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak
bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang a quo yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya
menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya
tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat
adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah

pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan.

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang
mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak
sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga
dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban
terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang
dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu

peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian

konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2



ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak
bagi sahnya perkawinan, pasal a quo potensial merugikan hak konstitusional

Pemohon I.

[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya

pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan
keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh
berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan
keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan
secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-

cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya
friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek
hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan
semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi
dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-
undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat
dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme
hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama
maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan
pembenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2)
UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, “Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenubhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya
mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada
syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan
tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan
kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini
dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir

dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-



anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat
perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya,
yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari

perkawinan dimaksud.

[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat

dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau
kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat,
yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum,
dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai
perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat

dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi
wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah
kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974
terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem
hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak
dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan
jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah
satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974).
Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan,
negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta
gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena
untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu

adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki

potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi
kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan
bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat
dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak
dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih

berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga



selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu
suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak
dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak
memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif,
misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi
anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah
dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif
peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena
sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak

bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU
1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Keberadaan
Pasal a quo menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan
keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari
perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan
menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut
menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang
tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum
agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut
menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau
yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian
akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan
risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko
yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.
Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari
suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut
hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua

orang tua biologisnya.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo
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